WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU
PERATURAN WALI KOTA BENGKULU
NOMOR 32 TAHUN 2025
' TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

WALI KOTA BENGKULU,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 117 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, Gubernur/Bupati/Wali Kota wajib
mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk
memperoleh persetujuan bersama;

bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026
yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah
disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada
tanggal 27 bulan oktober 2025;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856};



10.

11.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355}, sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421});

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 89 Tahun 2024 tentang Kota
Bengkulu di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 275, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7026);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang
Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan
Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2854);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028};



21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

20.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah(Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 431};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi,
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2026 {Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2025 Nomor 727);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja
Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum
Yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 807), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja
Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum
Yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 965);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dana Alokasi Khusus
Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 229);

Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun
2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu
(Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2021 Nomor
10);




Menetapkan

30. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 8 Tahun 2021
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Bengkulu Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Bengkulu Nomor 02);

31. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 1 Tahun 2024
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Daerah Kota Bengkulu Tahun 2024 Nomor 1);

32. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 06 Tahun
2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Bengkulu
Tahun 2025 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2026.

Pasal 1
Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :
1. Kota adalah Kota Bengkulu.

2. Pemerintah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Bengkulu.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah Rancangan Keuangan
Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

S. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang
diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam
periode tahun anggaran berkenaan.

6. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan
dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai
dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan
Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

7. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan
dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk
membantu mendanai kegiatan khusus, baitk fisik
maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.

8. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah
dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN
yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan
angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi
ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Daerah.

9. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU
adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang
dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan
keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan
Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

10. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK
adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang
dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan
untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang
merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.




11. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah
Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan
bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

12. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diteritna
kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun
pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

13. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang
mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau
menerima manfaat yang bernilai uwang dari pihak lain
sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk
membayar kembali.

14. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi
Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik
Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara,
Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat
dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok
pinjaman.

15.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya
disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan

dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode
anggaran.

Pasal 2

Rancangan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah
a. Pendapatan Asli Daerah

Sejumlah Rp416.565.766.465,00
b. Pendapatan Transfer
Sejumlah Rp780.653.311.765,00

c. Lain-Lain Pendapatan
Daerah Yang Sah
Sejumlah Rp15.554.667.310,00

Jumlah Pendapatan Daerah Rp1.212.773.745.540,00
2. Belanja Daerah

a. Belanja Operast

Sejumlah Rp1.047.831.940.242,00
1. Belanja Pegawai

Sejumlah Rp657.320.007.744,50
2. Belanja Barang dan Jasa

Sejumlah Rp346.085.914.497,50
3. Belanja Hibah

Sejumlah Rp44.412.968.000,00

4. Belanja Bantuan Sosial
Sejumlah Rp.13.050.000,00




b. Belanja Modal sejumlah Rp164.241.805.298,00
1. Belanja Modal Tanah

Sejumlah Rp3.350.000.000,00
2. Belanja Modal Peralatan
dan Mesin Sejumlah Rp10.856.803.298,00

3. Belanja Modal Gedung
dan Bangunan
Sejumlah Rp39.602.285.200,00

4. Belanja Modal Jalan,
Jaringan, dan Irigasi

Sejumlah Rp109.310.402.800,00
5. Belanja Modal Aset Tetap
Lainnya Sejumlah Rp1.098.814.000,00
6. Belanja Modal Aset Lainnya
Sejumlah Rp23.500.000,00
c. Belanja Tidak Terduga
Sejumlah Rp1.000.000.000,00
d. Belanja Transfer Sejumlah Rp0,00

Jumlah Belanja Daerah Rpl.213.073.745.540,00
3. Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan

Sejumlah Rp300.000.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan

Sejumlah RpO0,00
Jumlah Pembiayaan Netto Rp300.000.000,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Daerah Tahun Berkenaan
Sejumliah Rp0,00

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Rancangan Peraturan Wali Kota ini terdiri
dari:

1. Lampiran | Ringkasan APBD yang diklasifikasikan
Menurut Kelompok dan Jenis
Pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;

2. Lampiran II Rincian APBD menurut urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi,

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja,
dan Pembiayaan;

3. Lampiran llla  Daftar Nama Penerima, Alamat Dan
Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang Yang
Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah
Tahun Anggaran 2026;

4. Lampiran lllb Daftar Nama Penerima, Alamat Dan
Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang
Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah
Tahun Anggaran 2026;




5. Lampiran [Va Daftar Nama Penerima, Alamat Dan
Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa
Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi
Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2026;

6. Lampiran I[IVb Daftar Nama Penerima, Alamat Dan
Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa
Barang Yang Diterima Serta SKPD
Pemberi Bantuan Sosial Tahun Anggaran
2026;

7. Lampiran Va Daftar Nama Penerima, Alamat dan
Besaran Bantuan Keuangan Bersifat
Umum Yang Diterima Serta SKPD
Pemberi Bantuan Keuangan Tahun
Anggaran 2026.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam
peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen
pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6
Peratuan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan  Wali Kota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 31 DSesemher 2825

WﬁLI KOTA BENGKULU,

DEDY WAHYUDI

Diundangkan di Bengkulu

pada tanggal 31

Legember 282%

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,

TONY ELFIAN

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2025 NOMOR..32.




5. Lampiran [Va Daftar Nama Penerima, Alamat Dan
Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa
Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi
Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2026;

6. Lampiran IVb Daftar Nama Penerima, Alamat Dan
Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa
Barang Yang Diterima Serta SKPD
Pemberi Bantuan Sosial Tahun Anggaran
2026;

7. Lampiran Va Daftar Nama Penerima, Alamat dan
Besaran Bantuan Keuangan Bersifat
Umum Yang Diterima Serta SKPD
Pemberi Bantuan Keuangan Tahun
Anggaran 2026.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam
peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen
pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6
Peratuan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan Wali Kota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu

pada tanggal 31 Zesemhmer 2825
WALI KOTA BENGKULU,

DEDY WAHYUDI

Diundangkan di Bengkulu

pada tanggal 31

besember 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,

TONY ELFIAN

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2025 NOMOR. .32.




